Pendahuluan

Pengumpulan data ini dilakukan untuk menilai urgensi pengaturan RUU
tentang Pengelolaan Perubahan lklim dan aspek yang perlu diatur dalam
RUU tersebut. Dilatarbelakangi oleh dampak yang besar dari perubahan
iklim terhadap Indonesia dan pentingnya mendukung komitmen global
Indonesia terhadap isu penting ini.

Metodolog

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif dengan format deskriptif menggunakan instrumen Focus
Group Discussion (FGD), observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Lokasi pengumpulan data di Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan
Timur.

Hasil & Analisis

Perubahan iklim di Indonesia telah diatur
dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. Namun beragam regulasi tersebut
belum cukup 'kuat' menjadi payung hukum
bagi pengelolaan perubahan iklim yang
terintegrasi antarsektor dan memiliki 'daya
paksa' bagi pemangku kepentingan untuk
menginternalisasi isu perubahan iklim dalam
proses bisnisnya, baik itu pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi,
dan masyarakat secara luas.

Adapun hal-hal yang penting diatur dalam UU
tersebut antara lain: penetapan target penurunan
emisi secara nasional yang dapat menjadi tolak ukur
bagi target daerah; upaya adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim; kelembagaan; peran
multistakeholder; pendanaan; dan kerja sama
internasional.
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RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim memiliki urgensi yang tlnggl
untuk segera dibentuk mengingat wilayah Indonesia yang sangat

terdampak atas fenomena perubahan iklim. Oleh karena itu, dibutuhkan
pengaturan dalam tingkat undang-undang yang kompreh@msnc kuat,

terukur, dan mampu mengintegrasikan kerja masing-masing sektor.

Perlu digarisbawahi bahwa RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

harus mampu mewakili kepentingan nasional Indonesia. Bukan sekedar
menjadi ajang bagi negara-negara maju memindahkan masalah

khususnya terkait emisi karbonnya yang tinggi ke Indonesia.
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